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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN

INFRASTRUKTUR DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI| DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan
Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015
tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam
Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pembayaran Ketersediaan
Layanan dalam rangka Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di

Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Menetapkan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN
PERATURAN  MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN
USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang
selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerjasama antara
pemerintah daerah dan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur untuk kepentingan umum. dengan
mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh Kepala Daerah selaku Penanggung
Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau

seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha
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dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para
pihak.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya
disingkat PJPK adalah Kepala Daerah atau Badan Usaha
Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan
adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan
Usaha Pelaksana selama berlangsungnya masa
pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana
berdasarkan perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha Pelaksana berupa fasilitas teknis, fisik,
sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan
mendukung jaringan struktur agar kegiatan ekonomi dan
sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi
pekerjaan konstruksi untuk  membangun atau
meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau
kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
kemanfaatan infrastruktur.

Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran
secara berkala oleh Kepala Daerah selaku Penanggung
Jawab Proyek Kerjasama kepada Badan Usaha Pelaksana
atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai
dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian KPDBU.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana
yang dialokasikan dalam APBD dalam rangka
pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk

KPDBU pada setiap tahun anggaran.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk
Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
Badan Usaha Pelaksana KPDBU, yang selanjutnya
disebut dengan Badan Usaha Pelaksana, adalah
Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha
pemenang lelang atau ditunjuk langsung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah
dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial
yang diberikan terhadap proyek KPDBU oleh Menteri
Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai pemberian Dukungan Kelayakan
pada proyek KPDBU.

Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas
kewajiban finansial PJPK yang dilaksanakan berdasarkan
perjanjian penjaminan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan
Infrastruktur.

Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah,
yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau
bagian yang sudah ada, dengan tugas dan fungsi
perumusan kebijakan dan/atau sinkronisasi dan/atau
koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan
dan/atau pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan
tahap transaksi, termasuk manajemen pelaksanaan
KPDBU.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum

daerah.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

b
C.
d

Kriteria Pembayaran Ketersediaan Layanan;

. Tahapan Pelaksanaan KPDBU;

Pembayaran Ketersediaan; dan

. Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan belanja

daerah yang bertujuan untuk:

a. memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas
kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang
dihasilkan dari penyediaan infrastruktur yang
dilakukan melalui KPDBU.

b. mengoptimalkan nilai guna dari APBD (Value for
Money) untuk penyediaan layanan.

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan

memperhatikan kemampuan keuangan daerah,

kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal, dan
ketepatan sasaran penggunaannya.

Pengadaan Badan Usaha Pelaksana dilakukan melalui

pemilihan yang adil, terbuka, transparan, dan

memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat
dengan mempedomani peraturan perundang-undangan

di bidang pengadaan barang dan jasa.


http://www.peraturan.go.id

